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LAMPIRAN

MAHKAMAN AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 April 1986

Nomor : MA/Pemb/3429/86, Kepada Yth.
Lampiran : - Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : Petunjuk tentang izin Jakarta Pusat

penyitaan minuta akta di

yang disimpan oleh Jakarta.

Notaris/Panitera. :

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Maret 1986 No. W7.

Dc. HN. lll. 86.02 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan petun-
juk-petunjuk sebagai berikut :

1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan:

Dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-
peraturan umum, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan
grosse, salinan ataupun kutipan, juga tidak diperbolehkan memperli-
hatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-
- orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima
. hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,- sampai
‘Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang dengan ancaman
dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, se-
muanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan
bunga.

2. Dalam praktek ketentuan pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi

yang sulit bagi seorang Notaris dalam proses kriminil dalam hal ia :

a. menghadapi penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan
atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan
penyidikan suatu pemeriksaan perkara kriminil.

b. dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai
hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.

Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan Undang-
undang yang tingkatannya lebih tinggi daripada Peraturan Jabatan No-
taris sehingga pengecualian-pengecualian yang menyangkut ketentuan
pasal 40 PJN merupakan pengecualian yang dimaksudkan dengan ru-
musan "dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum ter-
sebut dalam pasal 40 PJN tersebut. ’ ’

Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun)
hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan
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Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan,

kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 43 KUHAP menentukan : penyitaan surat atau tulisan lain dari

mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk meraha-

siakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak menyangkut ra-
hasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas
izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang

menentukan lain. .

5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip

negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara.
Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat atau tulisan yang
menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibeberkan oleh
mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya
{dalam hal ini Notaris).
Jadi kalau sesuatu minuta akta Nouris itu berisi rahasia negara Ketua
Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang tidak dapat memberikan izin agar minuta akta tersebut disita
oleh penyidik. Sebaliknya manakala minuta akta tidak berisi dan me-
nyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat
pada prinsipnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk
diadakan penyitaan atas minuta akta yang bersangkutan.

6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk
menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal
yang sedang diproses oleh penyidik, jadi untuk kepentingan justisi atau
kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan

. pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena se-
suatu minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lengket
dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari
buku protokol keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya
posisi daripada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan
keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai
berikut :

a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris
yang bersangkutan ataupun pada panitera Pengadilan Negeri
dengan menjelaskan secara gambiang relevansi dan urgensinya
‘ untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.

b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan
masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan
tidaknya dan urgen tidaknya penyidik melihat maupun memperoleh
salinan/kutipan dari minuta akta yang disimpan Notaris yang ber-
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- sangkutan, menentukan dalam penetapannya apakah permohonan
penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.

c. Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAR itu
dikeluarkan, artinya penyidik hanya diizinkan untuk membuat fofo
copy dari minuta akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsah-

~an sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Notaris yang ber-
sangkutan.
Foto copy tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti selerusnya
di muka persidangan. 7
Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara tentang pem-
buatannya itu yang kernudian dilampitkan kepada minuta akla yang
telah dibuat fofo copy itu dan yang telah diserahkan kepada penyidk.

d. Dengan demikian maka maksud daripada penyidik dalam rangka tu-
gas kewajiban justisialnya sudah dapat dicukupi Dan bagi Notaris
yang bersangkutan dengan adanya izin tersebut yang sudah me-
menuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari pengenaan
sanksi pasal 40 PJN.

. Di muka persidangan pidana ada kemungkinan Notaris diminta kete-
rangan sebagai saksi baik yang mengenai isi suatu minuta akta maupun
hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperiihatkan
buku-buku protokolnya di muka persidangan.

Dalam ha! demikian Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan ter-
sebut dan wajib memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang
diperlukan oleh majelis hakim kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia
negara.

.. Di muka persidangan ada kemungkinan ada secrang Notaris dalam
berkedudukan sebagai saksi biasa dimana ia harus memberikan kete-
rangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal
demikian pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan
yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban mem-
berikan kesaksian tersebut.

Namun dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2)
KUHAP Hakimiah yang dapat menentukan sah tldaknya hak tolak yang
dikemukakan Notaris tersebut.

Jika dalam hal itu Notaris, tetap menolak untuk memberikan kesaksian,
maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepada-
nya. ,

279



- MAHKAMAH AGUNG - RI
Urusan Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara,

Capitid. - -

INDROHARTO, SH.

Tembusan'disampaikan kepada:

1.
2.

VNGO A

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI

Yth. Bapak Menteri Kehakiman - RI

ub. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - Rl

(1 dan 3 sebagai laporan).

Yth. Sdr. Para TUADA/KORWIL Mahkamah Agung - Ri

Yth. Sdr. Para HAWASDA Mahkamah Agung - RI

Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
Yth. Sdr. Pengurus Besar Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta.

Arsip.
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PENETAPAN
Nomor 75/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor
B/279/IX/RES.3.25/2023/Ditreskrimsus  tanggal 06 September 2023 tentang
permintaan izin penyitaan terhadap :

a. Minuta Akta Pemyataan Melepaskan Hak Nomor 63 tanggal 15 Agustus
1980 Setiawan Alim Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Stepanus Sindhunatha,

b. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Februari 1984 dari
Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo
Sioe Liep;

C. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 27 Februari 1984 dari
Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo
Sioe Liep;

d. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 19 tanggal 27 Februari 1984 dari
Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo
Sioe Liep;

e. Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Rumah disertai pemindahan hak-hak atas
tanahnya Nomor 2 tanggal 1 Maret 1989 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono
Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono;

f. Minuta Akta Pemindahan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Maret 1989 antara
Paulus Widjaja dengan Tjahjono Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden
Soedjono;

g. Minuta Akta Perjanjian jual beli rumah disertai pemindahan hak-hak atas
tanahnya Nomor 21 tanggal 29 Mei 1992 antara Tjahjono Goenadi dengan Njono
Handoko yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soenardjo;

h. Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 2 Juni 1992
antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung
Damosoewirjo;

i. Minuta Akta Jual Beli No.496/Tgar/VIl/1993 tanggal 3 Juli 1993 antara
Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung
Damosoewirjo;



——

i Minuta Akta Jual Beli No, 487/TgarVIIM993 tanggal 3 Jull 1993 antara
Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notars Uniung
Damosoewino.; yang diperdukan untuk kepentingan penyidikan.

Menimbang, bablwa berdasarkan uraian singkat kejadian perkara dan surat
perintah penyitaan Nomor SP.Sita/151VIFRES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 03
Jush 2023 maka culwp beralasan untuk memberikan izin penyitaan;

Memperhatian Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Momor 8 tahbun 1881
tertang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN

Memberi izin kepada Penyidik uniuk melakukan penyitaan terhadap

a, Minuta Akia Pemyataan Melepaskan Hak Nomor 63 tanggal 15 Agusius
1880 Seftiawan Alm Widjaja vang dibuat dihadapan Notans Stepanus Sindhunatha;

b. Minuta Akta Surat Kuasa Namor 17 tanggal 27 Februari 1384 dan Setizwan
Adim Widlaja kepada Paulus Widiaja vang dibual dihadapan Motaris Mjoo Sioe Liep:

. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 18 langgal 27 Februari 1984 dari Satiswan
Alim Widlag kepada Paulus Widjaja yvang dibuat dibadapan Motars Mjoo Sioe Liep;

d. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 19 tanggal 27 Fabrian 1984 dan Seiawan
Abm Widjaa kepada Paulus Widjaja vang dibuat dihadapan Motars Mjoo Sioe Liep:

&. Minuta Akta Pedanjian Jual Bell Rumah disertai pemindahan hak-hak atas
tanahnya Momor 2 tanggal 1 Maret 1589 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono
Goenadi vang dibuat dinadapan Natars Raden Soedjona,

I. Minuta Akta Pemindshan Kussa Momor 3 tanggal 1 Maret 1989 antara
Faulus Widjaja dengan Tjahjorw Goenadi yang dibuat dihadapan Motars Raden
SOedno;

g. Miruta Akta Perangian jual befi rumah diserdai pamindahan hak-hak atas
tanahnya Nomor 21 langgal 26 Mel 1982 antara Tjahjono Goenadi dengan Njono
Harwdoko yang dibual dihadapan Motaris Raden Soenandjo;

h. Minuta Akta Perjanfian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 2 Juni 1992
antara Njono Handoko dangan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung

i. Minuta Akta Jual Beli No 496/ TgarVIL1993 tanggal 3 Jull 1993 antara Njona
Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Motaris Untung Damoscewirjo;

j- Minuta Akta Jual Beli No. 497/TgarVIl'1993 tanggal 3 Juli 1883 antara Njono
Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damoscewiro.;

Crandatangan: secam sekironi cleh
Wikl Ketua Pengadilan
Surabays Kelss 14 Khusus
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